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ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak

Pidana Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga”. Rumusan masalah yang
dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana rafio decidendi hakim
dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan fisik lingkup
rumah tangga pada Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan No:
3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum di
Indonesia terhadap saksi korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
Kemudian  pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-
Undangan (Statue Approach) dan pendekatan Kasus (Cash Approach). Ratio
decidendi hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum
Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun dan denda
sebesar Rp. 8.000.000,- jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan
selama 1 bulan termasuk tindakan Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan
luka berat, sedangkan Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terdakwa
dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun karena termasuk tindak pidana
Penelantaran dalam Rumah Tangga dan disertai penganiayaan biasa yang
mengakibatkan luka berat. Putusan tersebut telah sesuai karena menurut
perspektif Hakim melihat dari dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan
terdakwa terhadap korban. Kemudian bentuk perlindungan hukum di Indonesia
yang diberikan oleh Negara terhadap saksi korban kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga adalah dengan berupa merumuskan kebijakan tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyelenggarakan komunikasi,
informasi, edukasi, sosialisasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan sensitif

gender tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta korban juga berhak
memperoleh restitusi ataupun kompensasi.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum,
Putusan Hakim, Ratio Hakim.

4@(@1 Pembantu

ashriana, S.H., M.Hum Ismll rillah, S.H., M.H

NIP. 191509181991022001 NIP.199404152019032033
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari hubungan interaksi satu
sama lain. Interaksi dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan
yang diinginkan. Seseorang yang sering melakukan Interaksi dengan
orang lain, khususnya lawan jenis tidak jarang menimbulkan suatu
hubungan. Hubungan tersebut didasari atas rasa nyaman, rasa aman
yang diberikan lawan jenisnya. Ketika pasangan tersebut sudah merasa
nyaman, maka tujuan dari hubungan tersebut berkembang menjadi
keinginan untuk berumah tangga.

Tujuan utama dari setiap pasangan manusia adalah untuk berumah
tangga melalui perkawinan. Rumah tangga dapat dibagi menjadi dua
unit. Unit keluarga besar yang beranggotakan kakek, nenek, ayah, ibu,
anak. Sedangkan unit terkecil merupakan keluarga yang didalamnya
terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Rumah tangga merupakan tempat
untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia,
serta tempat perlindungan dan pengayom bagi seluruh anggota
keluarga. Sehingga rumah tangga memiliki fungsi penting bagi

kehidupan manusia.



Suami dan istri merupakan bagian terpenting dari suatu keluarga.
Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang
dalam membangun rumah tangga. Antara suami dan istri memiliki
kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan memberikan
bantuan lahir batin." Hubungan suami dan istri yang baik, haronis,
sejahtera, sangat menentukan dalam menciptakan keluarga yang sehat,
dan kuat. Sehingga hubungan diantara suami dan istri harus selalu
dijaga dan dipelihara sebaik mungkin.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan
istri dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum
serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan
saling memberi bantuan lahir dan batin, maka Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami
dan istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik
yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.?

Semakin lamanya pernikahan, maka semakin banyak rintangan atau
masalah yang akan dihadapi. Suatu rumah tangga yang dibangun oleh
dua orang yang pada dasarnya memiliki pemikiran yang berbeda
melalui pernikahan, maka sering memiliki perbedaan pendapat dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi. ldealnya suatu rumah tangga yang

! Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1,
TLN No. 3019, Ps. 33.

2 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam
Rumah Tangga(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), him. 1.



kuat adalah rumah tangga yang dapat melalui segala masalah bersama-
sama dengan bijaksana.

Namun, kenyataannya dalam menyelesaikan masalah atau perbedaan
pendapat diantara suami dan istri sering menggunakan perbuatan
kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang sering terjadi adalah
kekerasan fisik berupa pemukulan, penamparan, hingga sundutan
rokok, dan lain-lain. Sehingga rumah tangga berubah menjadi tempat
penyiksaan dan penderitaan karena adanya tindak kekerasan. Berikut
faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :3

1. Perselingkuhan

Yang dimana faktor ini menjelaskan bahwa adanya
perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan
lain atau suami menikah lagi dengan kata lain mempunyai istri
lagi. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu akibat terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga.

2. Masalah Ekonomi

Dalam menafkahi suami berperan penting karena suami
adalah kepala keluarga, yang dimana mempunyai tanggungjawab
untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Nafkah itu
sendiri adalah suatu kewajiban yang harus didapatkan oleh istri
karena itu adalah suatu hak yang dimiliki seseorang istri atau anak

kepada ayahnya. Namun bila tidak dilakukan oleh seorang suami

® Evi Tri Jayanthi, “Faktor-Faktor Penyebabnya Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan
Magelang,” Jurnal Dimensia Vol. 3 No. 2(September 2009), hlm. 40.



hal tersebut bisa berdampak menjadi penyebabnya konflik
dalam keluarga, karena dapat menjadi dampak suatu kekerasan
ekonomi.
. Budaya Patriarkhi

Menurut Bhasin, patriarkhi secara harfiah berarti sistem yang
menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini
kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, bahwa
tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-
anak. Hal tersebutlah yang menganggap laki-laki lebih berkuasa
dan diatas segalanya dibandingkan dari seorang perempuan. Dan
dalam lingkup domestik, anggapan ini menimbulkan sikap adanya
ketergantungan perepuan (istri) kepada suami serta perempuan
dianggap dirinya lemah dan tidak berdaya.
. Campur Tangan Pihak Ketiga

Campur tangan oleh anggota keluarga dari pihak suami
merupakan salah satu timbulnya kekerasan antara suami dan istri.
Hal ini karena terjadi adanya beda pendapat sehingga
menimbulkan konflik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bab I ketentuan

umum Pasal 1 menyatakan



“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga”

Batasan lingkup dalam rumah tangga Pasal 2 yakni suami, istri, anak
dan yang berhubungan darah, serta pembantu rumah tangga. Kekerasan
fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.* Dan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 dibagi menjadi 4
(empat) bentuk vyaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan
seksual, serta penelantaran rumah tangga.

Data KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) pengaduan langsung ke
Komnas Perempuan. Pada Tahun 2020 meskipun tercatat telah
terjadinya penurunan pengaduan korban ke berbagai Lembaga Layanan
di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan
pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan
pengaduan langsung vyaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu 1.419 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan
970 kasus (40%) di tahun 2020, hal ini disebabkan Komnas Perempuan
menyediakan media pengaduan online melalui google form penguduan

kasus. Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal atau

(Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 6.480 kasus

* Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 3 dan 4.



(79%). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI)
menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%).°

Selama pandemi kasus yang melonjak adalah Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Terhadap Istri, yaitu Kekerasan fisik. Seperti pada kasus
di Kota Palembang selama masa pandemi kekerasan dalam rumah
tangga ada di nomor urut 2 vyakni kekerasan fisik terhadap istri
sepanjang Tahun 2020, Divisi Pendampingan WCC (Women's Crisis
Center) Palembang telah melakukan pendampingan 113 kasus, yang
terdiri dari Kekerasan Seksual berupa Pemerkosaan, Pelecehan Seksual
dan Kekerasan Seksual lainnya, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dan Beragam Bentuk
Kekerasan lainnya. KDRT merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak
kedua dialami perempuan di Provinsi Sumatera Selatan. Perempuan
terjebak dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga, dan
perempuan adalah korban KDRT yang beberapa diantaranya juga
menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Data WCC
Palembang menunjukkan bahwa korban KDRT di Masa Pandemi
Covid-19 ini mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang kelihatan
lebih parah dibanding sebelumnya. Tekanan terjadi karena akibat
kondisi ekonomi keluarga yang secara drastis mengalami penurunan,

maupun Kkarena adanya pembatasan ruang gerak maupun beban

> Komisi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan,

Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan
Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-
19(Jakarta: PT. Komisi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan,
2018), him. 1



domestik yang bertambah sehingga meningkatkan stres dan memicu
kekerasan dalam rumah tangga yang lebih parah.®

Sementara itu di Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2020,
jumlah kasus yang masuk ke Lembaga Advokasi Perempuan Damar per
bulan Maret- April 2020 ada sebanyak 23 kasus. Secara rinci, 14 kasus
KDRT, 3 kasus cyber, 1 kasus inses, 2 kasus Kekerasan Dalam
Pacaran (KDP), 2 kasus pencabulan anak di bawah umur, dan 1 kasus
pelecehan seksual. Dan KDRT masih menempati urutan tertinggi.’

Penelitian ini, penulis menggunakan dua putusan sebagai
pembanding bahan analisis hukum guna menjawab masalah dalam
penelitian ini yakni Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum.Yang
dimana seorang laki-laki bernama Muhammad Rafi Als Atan Bin
Kaharudin berumur 28 tahun, pekerjaan Buruh Tani. Terdakwa telah
melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri yang
bernama Syachrani Army Als Rani, dengan menampar, meninju dan
menendang saksi dengan kakinya sehingga mengeluarkan darah serta
bibir atas pecah dan rahang bengkak. Terdakwa juga sering berlaku
kasar dan suka main perempuan serta memakai narkoba.

Akan tetapi terdakwa belum pernah dihukum.

® Azwar Anas,”Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Selatan
Tahun 2020 >Https://sumselupdate.com/catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-
sumatera- selatan-tahun-2020/, diakses 11 maret 2022

" Sidik Aryono,”Selama Pandemi Covid-19, Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan di Lampung Meningkat 2020
Https://kumparan.com/lampunggeh/selama-pandemi-covid-19-kasus-kekerasan-
terhadap-perempuan-di-lampung-meningkat, diakses 11 maret 2022
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Pada kasus ini dakwaan jaksaan penuntut umum menggunakan Pasal
44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga yang menyatakan :®

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah)”.

Putusan hakim pada kasus ini yakni menjatuhkan pidana 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan. Dan
denda sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) subsidair 2 (dua)
bulan kurungan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yang menyatakan seorang terdakwa
bernama Janter Silalahi berumur 45 tahun, pekerjaan pengangguran.
Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga vyaitu
penganiayaan terhadap istrinya sendiri yang bernama Lidia Rindawati
Br Tamba dan anaknya dengan menggunakan alat berupa sepotong
linggis yang terbuat dari besi dan juga menggunakan mulut serta
giginya tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan

luka. Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan tindak pidana

penganiayaan tersebut, dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

® Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95, TLN No. 4491, Ps. 44



Dalam kasus ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan
Dakwaan Tunggal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Majelis Hakim
menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan contoh permasalahan dimana hakim menjatuhkan
hukuman terhadap terdakwa harus dilandasi dengan dasar pertimbangan
hakim serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan disertai alat
bukti yang sah. Sehingga permasalahan dalam ratio decidendi hakim
dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana dalam lingkup rumah
tangga dapat di ungkapkan di persidangan. Lalu kemudian ketika fakta-
fakta yang terungkap itu benar-benar jelas suatu kejadian perkara
pidananya yang terjadi, maka hakim dapat memutus suatu perkara
tersebut dan jika suatu pertimbangan tidak memenuhi unsur-unsur
serta berdasarkan fakta yang terungkap secara sah maka dalam
penyidik dapat menghentikan penyidikan dan dalam hal penuntut umum
memutuskan untuk menghentikan penuntutan tersebut.

Putusan ini menunjukan bahwasannya tindak pidana kekerasan
berupa fisik dalam lingkup rumah tangga pernah terjadi dan
perlindungan terkait korban tindak pidana kekerasan rumah tangga
berupa pidana fisik masih sangat minim. Sehingga berdasarkan latar

belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam



perihal : Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana
Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas
maka penulis merumuskan masalah menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga
Pada Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan No.
3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn ?

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap
Saksi Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai
tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Decidendi Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik
Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan No.
412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan No.
3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Perlindungan
Hukum Di Indonesia Terhadap Saksi Korban Kekerasan Fisik

Dalam Lingkup Rumah Tangga



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara umum
yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang

bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis yang dimaksud adalah
dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang llmu Hukum
pada umumnya, dan dibidang hukum acara pidana tentang urgensi
keterangan saksi korban dalam pembuktian perkara tindak pidana
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini juga
bermanfaat untuk menambah referensi atau literature penulis dan
pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa
penelitian  ini juga dapat dijadikan bahan informasi bagi
masyarakat, aparat penegak Hukum maupun penulis dan
pengetahuan mengenai Ratio Decidendi hakim dalam perkara
tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

E. Ruang lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini agar pembahasan tidak menyimpang dan
menjadi tearah, maka penulis membatasi dengan membahas
mengenai Ratio Decidendi Hakim dalam perkara tindak pidana
Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga, dalam hal ini penulis

menggunakan dua  putusan yaitu Putusan Nomor



412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan Nomor
3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, serta bagaimana bentuk perlindungan
hukum di Indonesia terhadap saksi korban Kekerasan Fisik Dalam
Lingkup Rumah Tangga.

F. Kerangka Teori

1. Teori Ratio Decidendi

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah keputusan
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta materiil.® Menurut Michael
Zander Ratio Decidendi diartikan sebagai suatu prosisi hukum yang
memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-
fakta materiil.® Baik hakim maupun para pihak fokus pada fakta
materiil untuk mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan
pada fakta kasus tersebut.!’ Ratio decidendi merupakan alasan
hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menemukan Ratio
Decidendi dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-
bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim
harus menuliskan alasan- alasannya, yaitu Ratio Decidendi nya. Di
dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio
decidendi tersebut dapat ditemukan pada konsideran menimbang

pada pokok perkara.

® I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia(Jakarta: PT.
Sinar Grafika, 2003), Cetakan Ketiga, him. 475.

10 Shidarta, “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi” https://business-
law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/, diakses 26
Mei 2024.

1 peter Mahmud Marzuki, Penemuan Hukum Oleh Hakim(Jakarta: PT. Graha
Ekpess, 2000), him. 119.
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Hakim dalam memberikan keadilan perlu menelaah terlebih
dahulu tentang kebenaran suatu peristiwa tindak pidana tersebut,
serta menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku di
Indonesia.*? Seorang hakim tidak boleh menolak utuk memeriksa
dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dengan dalih
bahwa peristiwa hukum tersebut dianggap kurang jelas. Dalam
mempertimbangkan putusannya seorang hakim diperbolehkan
merujuk pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin).
Sebab hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan
pada nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan
dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.
Yang menyatakan bahwa :

“ Hakim wajib menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum vyang hidup dalam masyarakat, hakim dalam
memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum
yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan
berkembang dalam masyarakat, juga terhadap faktor-faktor
yang mempengaruhi seperti faktor budaya, faktor ekonomi,
faktor sosial, faktor politik, dan sebagainya”.

Jadi teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar
yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok
perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta

pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

12 Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani
Suatu Perkara Pidana(Jakarta: PT. Aksara Persada, 1987), him. 149.
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untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para
pihak yang berperkara.

Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan
dalam kasus yang sama dapat menjatuhkan putusan yang berbeda,
sebab hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara
pandang serta pertimbangan yang berbeda-beda. Dalam Pasal 55
ayat 1) KUHP diberlakukannya pedoman dalam
mempertimbangkan putusan hakim antara lain :

a. Kesalahan pembuat tindak pidana

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

C. Sikap batin pembuat tindak pidana

d. Cara melakukan tindak pidana

e. Apakah peristiwa pidana tersebut dilakukan dengan

rencana terlebih dahulu
f. Sikap dan tindak setelah melakukan tindak pidana
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada
hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau perlindungan
hukum dengan kata lain adalah upaya hukum yang harus

diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman,
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baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai
ancaman dari pihak manapun.*®
Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah
perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-
hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan kata lain sebagai
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal
dari lainnya."*
Perlindungan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
sebagai berikut :*°
a. Perlindungan Hukum Preventif
Yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan batasan- batasan dalam
melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  yaitu = merupakan

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan

B3 Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang
Sedang Berubah,” Jurnal Masalah Hukum Ed.10, Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro (1993), him. 74.

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia(Surabaya:
PT. Bina Ilmu, 1987), him. 25.

Muchsin, Perlidungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di
Indonesia(Surakarta: PT. Universitas Sebelas Maret, 2003), him. 20.
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hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara
pemecahan masalah yang dihadapin dalam melakukan penelitian, maka
dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti dari bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data
pendukung atas data primer.*°

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan yaitu
pendekatan  perundang-undangan (Statute = Approaach) dan
pendekatan kasus (Case Approach).”’

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approaach)
adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan dan yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang ditangani.*®

b. Pendekatan Kasus (Cash Approaach) adalah pendekatan

yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus

1% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Normatif(Jakarta: PT.
Rajawali, 1985), him. 15.

17 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum(Jakarta: PT. Prenada Media Group,
2007), him. 136.

¥ Ibid, him. 133.
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yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah
menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Dalam hal ini pendekatan kasus
yang digunakan adalah dengan menganalisis No.
412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan No.
3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data
sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi,
buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya
ilmiah, artikel, serta bahan hukum atau dokumen lain yang masih
berkaitan dengan materi penelitian ini.

Bahan-bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri
dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, aturan dasar,
bahan hukum yang tidak dikodifikasi, traktat, dan yurisprudensi
yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2) Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban
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3) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
4) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-V111/2010
5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi
dan Korban
6) Putusan Nomor : 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan
Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder itu meliputi hasil-hasil penelitian hukum, hasil
karya ilmiah, buku, pendapat para ahli hukum, jurnal, internet,
serta thesis/skripsi yang berhubungan dengan permasalahan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum
tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia,
dan sebagainya. Atau dengan kata lain Bahan hukum tersier

tersebut adalah media internet.



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis
adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian
kepustakaan adalah metode pengumpulan kepustakaan yang
diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari
buku-buku, peraturan perundang- undangan, dokumen  resmi,
publikasi dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan
membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang
berkaitan dengan permasalahan untuk disajikan dalam skripsi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif
kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang
telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian
disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil
penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis
dapat memahami permasalahan yang diteliti."® Penelitian kualitatif
yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta
tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap No.
412/Pid.Sus/2020/PN. Dum dan Putusan No.

3398/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum(Jakarta: PT. Ul Pres, 2007),
him.21.



6. Metode Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang
dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir berdasarkan pada hal-
hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang
bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut yang
bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi

bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.?’

% Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar
Penelitian llmiah Dasar Metode Teknik(Bandung: PT. Tarsio, 1994), him. 17.
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